
 

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU 
NOMOR :   03  TAHUN 2009 

 

TENTANG 

 

PERSEROAN TERBATAS (PT) MALUKU ENERGI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR MALUKU, 

 

Menimbang : a.  bahwa Provinsi Maluku memiliki 

potensi minyak dan gas bumi cukup 

besar yang saat ini masih dalam 

tahap ekspolorasi maupun 

eksploitasi; 

b. bahwa manfaat dan potensi sumber 

daya alam minyak dan gas bumi 

dipergunakan untuk sebesar-



 

 

besarnya kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat ; 

c. bahwa dengan memperhatikan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, Pemerintah 

Daerah dapat membentuk Badan 

Usaha Milik Daerah untuk 

melaksanakan kegiatan usaha hulu 

dan kegiatan usaha hilir; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud huruf a, 

huruf b dan huruf c, perlu membentuk 

Peraturan Daerah Provinsi Maluku 

tentang Perseroan Terbatas (PT) 

Maluku Energi. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

1958 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 22 Tahun 

1957 tentang Pembentukan Daerah 

Swatantra Tingkat I Maluku 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1617) ; 

2. Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2001 tentang Minyak dan 



 

 

Gas Bumi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 136, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

4157); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4287); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2004 tentang Pemeriksaan 



 

 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah 

beberapa kal i  terakhir  dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun  

2004  ten tang  Pemer i n tahan  

Daerah  (Lembaran Negara 



 

 

Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 

 

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 

106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 4756); 


